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Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 

bantuan hukum bagi warga miskin merupakan suatu bentuk perlindungan dan tanggung 

jawab negara dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum. Mereka yang membutuhkan 

adalah mereka yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pasal 

5 ayat (2) UU nomor 16 tahun 2011 menyebutkan “bahwa hak dasar terdiri dari hak 

atas sandang, pangan, layanan Kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan dan berusaha, 

dan/atau perumahan. Selanjutnya pemerintah mendefisinikannya dengan istilah 

(miskin). Peraturan daerah ini merupakan amanat dari undang-undang nomor 16 tahun 

2011 tentang bantuan hukum. Secara lebih mendalam dan melihat kondisi lokal yang 

terjadi di kota banjabaru, peraturan daerah ini mencoba menguraikan kebutuhan 

masyarakat berdasarkan pemenuhan hak dasar tersebut. Maka kemudian peraturan 

daerah ini mencoba memfasilitasi orang atau sekelompok orang miskin yang 

menimbulkan banyak ketimpangan didalam mengakses hak-hak asasi manusia mereka 

baik yang berdimensi sipil dan politik maupun yang berdimensi ekonomi, sosial dan 

budaya. Pengaturan bantuan hukum ini didasari oleh asas keadilan, asas persamaan 

kedudukan dihadapan hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektifitas dan asas 

akuntibilitas. Dalam hal ini juga bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah itu 

bersifat gratis untuk warga miskin yang mana pendaan itu sendiri diatur dalam 

peraturan daerah tersebut dibebankan pada anggaran pendapatan  dan belanja daerah 

dan sumber laian yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Terkait keadaan di kota Banjarbaru sendiri indeks angka kemiskinan pada 

tahun 2019 sampai 2022 mengalami turun naik yang tipis artinya dalam kota 

Banjarbaru tingkat kemiskinan masih banyak dan upaya pemerintah masih belum 

optimal dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. “Dalam 

perolehan data yang dilakukan peneliti garis kemiskinan di kota Banjarbaru pada tahun 

2020 terdapat pada angka 652.030, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan 

pada angka 653.556, dan data yang terakhir pada tahun 2022 kembali mengalami 

kenaikan yang cukup drastic yaitu padda angka 692.830”. dapat kita simpulkan 

bahwasanya di kota Banjarbaru angka kemiskinan akan terus bertambah dikarenakan 

beberapa faktor, baik dari faktor dari masyarakat tersebut maupun dari kurangnya 

pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dikarenakan angka dari kemiskinan 



 

 
 

ini terus bertambah antisipasi pemerintah terhadap pemenuhan hak asasi manusia, 

pemerintah kota Banjarbaru mengeluarkan suatu produk hukum yaitu peraturan daerah 

kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. 

Yang mana dalam pembuatan peraturan daerah ini tersebut menimbang : Bahwa setiap 

orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di 

hadapan hukum. Bahwa orang miskin dan kelompok orang miskin merupakan 

kelompok rentan sosial, termasuk dalam menghadapi permasalahan hukum, sehingga 

pemerintah daerah perlu memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.. 

Tujuan  dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi 

bantuan hukum bagi warga miskin sesuai dengan peraturan daerah kota Banjarbaru  

nomor 8 tahun 2021. Dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

implementasi bantuan hukum bagi warga miskin sesuai dengan peraturan daerah kota 

Banjarbaru nomor 8 tahun 2021. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa :  

Implementasi peraturan Daerah kota Banjarbaru nomor 8 Tahun 2021 sudah berjalan 

dengan baik. Adanya peraturan daerah tersebut membuat masyarakat merasakan 

keadilan Kembali dan banyak terbantu untuk mengakses informasi dalam berperkara. 

Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan 

sebagaimana terdapat pada pengguna jasa pada tahun 2021 sampai tahun 2022. 

Kemudian dalam peraturan daerah tersebut Implementasinya pada dasarnya sudah 

sesuai dengan pemenuhan hak hak masyarakat miskin yang menjadikan kota 

Banjarbaru salah satu  kota yang berprestasi dalam bidang Hukum dan HAM dengan 

julukan kota peduli HAM dan juga Peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menjadikan pedoman terciptanya 

peraturan daerah tersebut. Dan Faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam 

implementasinya terlihat dari masyarakat yang mana masyarakat sendiri belum paham 

terhadap program tersebut serta keterlambatan masyarakat untuk melengkapi semua 

berkas agar bantuan hukum dapat segera dilakukan, kemudian dari pemerintah Kota 

Banjarbaru dikarenakan permasalahan dana, karena untuk setiap bantuan hukum atau 

setiap program yang diberikan semuanya bergantung pada APBD, yang mana dalam 

pencairan dana masih terbilang sulit dan waktu yang lama sehingga membuat 

keterlambatan pelaksanaan program tersebut. Terakhir dari Lembaga Bantuan Hukum 

kurangnya arahan kepada Lembaga Bantuan Hukum mengenai apa saja berkas yang 

harus disiapkan untuk permohonan bantuan hukum sehingga tidak ada ketertinggalan 

berkas atau ketidaklengkapan yang menjadi penghambat jalannya program tersebut,. 

Adapun respon masyarakat mengenai program tersebut sangatlah baik, dimana 

masyarakat diberikan ruang keleluasaan untuk mendapatkan jasa layanan secara gratis 

khusunya untuk masyarakat miskin yang mana mereka tidak mampu dengan masalah 

materil untuk menunjuk langsung advokad. 
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ABSTRAK  

Tujuan  dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi 

bantuan hukum bagi warga miskin sesuai dengan peraturan daerah kota Banjarbaru  

nomor 8 tahun 2021. Dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

implementasi bantuan hukum bagi warga miskin sesuai dengan peraturan daerah kota 

Banjarbaru nomor 8 tahun 2021. 

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa Pertama, Implementasi 

peraturan Daerah kota Banjarbaru nomor 8 Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik. 

Adanya peraturan daerah tersebut membuat masyarakat merasakan keadilan Kembali 

dan banyak terbantu untuk mengakses informasi dalam berperkara. Hal ini terlihat dari 

banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan sebagaimana terdapat 

pada pengguna jasa pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Kemudian dalam peraturan 

daerah tersebut Implementasinya pada dasarnya sudah sesuai dengan pemenuhan hak 

hak masyarakat miskin yang menjadikan kota Banjarbaru salah satu  kota yang 

berprestasi dalam bidang Hukum dan HAM dengan julukan kota peduli HAM dan juga 

Peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

yang menjadikan pedoman terciptanya peraturan daerah tersebut. Kedua, Faktor yang 

menjadi kendala atau penghambat dalam implementasinya terlihat dari masyarakat 

yang mana masyarakat sendiri belum paham terhadap program tersebut serta 

keterlambatan masyarakat untuk melengkapi semua berkas agar bantuan hukum dapat 

segera dilakukan, kemudian dari pemerintah Kota Banjarbaru dikarenakan 

permasalahan dana, karena untuk setiap bantuan hukum atau setiap program yang 

diberikan semuanya bergantung pada APBD, yang mana dalam pencairan dana masih 

terbilang sulit dan waktu yang lama sehingga membuat keterlambatan pelaksanaan 

program tersebut. Terakhir dari Lembaga Bantuan Hukum kurangnya arahan kepada 

Lembaga Bantuan Hukum mengenai apa saja berkas yang harus disiapkan untuk 

permohonan bantuan hukum sehingga tidak ada ketertinggalan berkas atau 

ketidaklengkapan yang menjadi penghambat jalannya program tersebut. 

 

Kata Kunci :  Peraturan Daerah, Hak Asasi Manusia, Bantuan Hukum, Warga Miskin 
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